
BUPATI SLEIVIAI{

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR'n' TAHUN2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ll*{enimbang l

BUPATI SLEMAN,

bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor I Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja lnspektorat

Kabupaten.

i,llengingat '. 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Perlbentukan

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah lstimewa

yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

undang-undang Nomor 32 Tahun 20a4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.3/.485 Tahun

2009 tentang Pemberhentian sementara Bupati sleman Provinsi

Daerah lstimewa YogYakarta;

PeraturanDaerahKabupatenSlemanNomorSTahun200S

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah KabuPaten Sleman;

PeraturanDaerahKabupatenSlemanNomorgTahun2009

tentangorganisasiPerangkatDaerahPemerintahKabupaten

Sleman.

2.

3.

4.

5



MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATT SLEMAN TENTANG uRAtAN TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT IGBUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
'1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten sleman.

2. Bupati ialah Bupati Sleman.

3. lnspekrorat Kabupaten adarah rnspektorat Kabupaten sleman.

4. lnspektur ialah lnspektur lnspektorat Kabupaten sleman.

5. Satuan organisasi adalah sekretariat, inspektur pembantu, subbagian, dan
kelompok jabatan fungsionar pada lnspektorat Kabupaten sleman.

6' Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada lnspektorat
Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUMN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGAN'SASI

Pasal 2

{1) lnipektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang

dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah.

(2) lnspektorat Kabupaten mempunyai tugas

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

penyelenggaraan pemerintahan desa dan

desa.

melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan pembinaan atas

pelaksanaan urusan pemerintahan

f3) lnspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas rnenyetenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan;



b. perencanaan program pengawasan;

c. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;

d. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;

e. fasilitasi pengawasan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi lnspektorat Kabupaten terdiri dari:

a. lnspcktur;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan; dan

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. lnspektur Pembantu Bidang Keuangan;

d- lnspektur Pembantu Bidang Kekayaan;

e. lnspektur Pembantu Bidang Aparatur;

f. lnspektur Pembantu Bidang Kinerja;

g. Kelcmpok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang beracja cJi bawah dan bertanggung jawab

kepada lnspektur.

(3) Setiap lnspektur Pembantu dipimpin oleh inspektur pembantu yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada lnspektur melalui sekretaris.

(a) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh

tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab

kepada lnspektur melalui Sekretaris.

(6) Bagan susunan organisasi lnspektorat Kabupaten sebagaimana tersebut dalam

lampiran Peraturan Bupati ini.



Selaetariat mempunyai

k€uar,gan, perencanaan,

[196 sakian organisasi.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

tugas menyelenggarakan

evaluasi, pelaporan, dan

urusan umum, kepegawaian,

mengoordinasikan pelaksanaan

Pasal 5

Selmfiariat dahm melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

e periyrlsunan rencana kerja Sekretariat;

h- penyrrsunan program kerja pengawasan tahunan;

c, perurnusan kebijakan teknis kesekretariatan;

d- penyebnggaraan urusan umum;

e- penyeftenggaraan urusan kepegawaian;

f- penlelenggaraan urusan kefangan dan perencanaan;

$ penyelenggaraan urusan evaluasi;

tr penyekenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;

t pengoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan;

t pengpordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan

tr mltrasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

S1[bagiran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

urun dan kepegawaian.

Pasal 7

$Sqian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a- penyusunan rencana kerja Subbagian Urhum dan Kepegawaian;

b- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;



d.

penyelenggaraan uruSan SUrat-men.vi'a: ;eaisioan' kepustakaan, dokumentasi'

informasi, perlengkapan, dan rumah'.'a'gga'

penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,

kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha

kepegawaian; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan lencana kerja subbagian Umum

dan Kepegawaian.

Pasal B

subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

keuangan dan perencanaan.

Pasal I

Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan

perencanaan; *

c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan

keuangan,

d pengoordinasian penyusunan rencana kerja;

e. penyiapan bahan program kerja pengawasan tahunan; dan

f. evaluasi dan penyusLlnan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Keuangan dan Perencanaan.

Pasal 10

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mernpunyai tugas menyelenggarakan urusan

evaluasi dan pelaporan.

Pasal 1 1

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan da!am melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.



d.

e.

f.

penyelenggaraan urusan evaluasi dan pebporan hasil pengawasan;

pengoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan.

Bagian Kedua

lnspektur Pembantu Bidang Keuangan

Pasal 12

lnspektur Pembantu Bidang Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan bidang keuangan.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai

tungsi:

a. penpsunan rencana kerja lnspektur Pembantu Bidang Keuangan;

b. perumusan kebijakan teknis pengavgasan bidang keuangan;

c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang keuangan;

d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan bidang keuangan;

e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak

penyimpang?n di bidang keuangan; dan

f. evaluasidan penyusunan taporan pelaksanaan rencana kerja lnspektur Pembantu

Bklang Kzuangan.

Bagian Ketlga

lnspektur Pembantu Bidang Kekayaan

Pasal 14

lnspektur Pernbantu Bidang Kekayaan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengswasan bidarq kekayaan-



Pasal '15

lnspektur Pembantu Bidang Kekayaan dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja lnspektur Pembantu Bidang Kekayaan;

b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kekayaan;

c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kekayaan;

d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan bidang kekayaan,

e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak

penyimpangan di bidang kekayaan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja lnspektur Pembantu

Bidang Kekayaan.

Bagian Keempat

lnspektur Pembantu Bidang Aparatur

P.asal 16

lnspektur Pembantu Bidang Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan bidang aparatur.

Pasal 17

lnspektur Pembantu Bidang Aparatur dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja lnspektur Pembantu Bidang Aparatur;

b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang aparatur;

c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang aparatur;

d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan bidang aparatur;

e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak

penyimpangan di bidang aparatur; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja lnspektur Pembantu

Bidang Aparatur.



Bagian Kelima

lnspektur Pembantu Bidang Kinerja

Pasal 18

lnspeKur Pembantu Bidang Kinerja mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan bidang kinerja.

Pasal 19

;

lnspektur Pentbantu Bidang Kinerja dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja lnspektur Pembantu Bidang Kinerja;

b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kinerja;

c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kinerja;

d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan bidang kinerja;

e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak

penyimpangan di bidang kinerja; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksan6an rencana kerja lnspektur Pembantu

Bidang Kinerja.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

lnspektorat Kabupaten sesuai dengan keahlian.

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KFRJA

Pasal 21

(1) lnspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simpiifikasi dengan instansi yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja'



Bagian Kelima

lnspektur Pembantu Bidang Kinerja

Pasal 18

lnspeKur Pembantu Bidang Kinerja mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan bidang kinerja.

Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dalam melaksanakan tugas nnempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja lnspektur Pembantu Bidang Kinerja;

b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kinerja;

c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kinerja;

d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan bidang kinerja;

e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak

penyimpangan di bidang kinerja; dan ,
f, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja lnspektur Pembantu

Bidang Kinerja.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

("1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

lnspektorat Kabupaten sesuai dengan keahlian-

f2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan'

BA.B IV

TATA KERJA

Pasal 21

(1) Inspeldorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara

fu ngsional mempunyai hubungan kerja'



(2) Setiap kepala safuan organisasi dalam rnelaksanakan tugas wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 22

(1) lnspektur dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

Bupati.

(2) lnspektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara

berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

lnspektur menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan

disampaikan kepada obyek yang diperiksa dan instansi yang secara fungsional

memiliki hubungan kerja.

Pasal24 .

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan lnspektur.

(2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas kepada lnspektur secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 25

Sekretaris mengoord inasikan pelaksanaa n tugas setiap satuan organisasi.

Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi

berdasarkan arahan lnspektur, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

" Pasal 26

Setiap kepala satuan organisasi bertugas memirnpin, mengoordinasikan, dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi petaksenaan tugas bawahannya.

Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas

bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2\

(1)

(2)



Pasa! 27

{1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala

satuan organisasi di bawahnYa.

(,2)

(1)

f,2)

Setiap bawahan daPat

rnengenai pelaksanaan

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya

tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing'

Pasal 28

Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat Pada waktunYa.

setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah

dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan

petunjuk kePada bawahan.

i'31 Setiap laporan yang disampaikan kepada 
"atasan, 

untuk tembusan laporan

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hrubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

s,lsunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan lnspektorat

Kabupaten diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB VI

KETENTUAN PTNUTUP

Pasal 30

Pacia saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati sleman Nomor

3.iPen.Bup aOAS tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi'

ssfta Tata Kerja Badan pengawasan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'



Pasal 31

Munan Bupati inimulai berlaku pada tarqgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

inidengan penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 1n 
'lr'-l nher: roc9

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Dfundarrykan di Sleman.

HatarBgal 1C llCobr:r 200c

SEI(RETARIS DAERAH

I(ABI.JPATEN SLEMAN,

ST.JTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2OO9 NOMOR ?7 SERI 
I)

SRI PURNOMO
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